
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Peraturan
Gubernur Jawa Tengab Nomor 65 Tahun 2014 dan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 perlu dicabut
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang- undangan.

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang
Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana diubab dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tabun 2019 tentang Perubaban Nomor
12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan dan araban Menteri Dalam Negeri terkait produk
hukum daerab yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tabun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya, dengan ini
kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tabun 2014
ten tang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan
Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengab Nomor 66 Tabun 2017
tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayab Provinsi
Jawa Tengab merupakan produk hukum daerah yang
terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya khususnya yaitu
Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tabun 2021 tentang Pengupahan.

2. Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengab Nomor
65 Tabun 2014 dan Nomor 66 Tahun 2017 dimaksud telah
dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi oleh Biro Hukum
Setda bersama Instansi dan SKPD terkait di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayab
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan) pada tanggal 19 Oktober 2021.
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TEMBUSAN:
1. Gubemur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubemur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDAProvinsi Jawa Tengah;
S. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah.
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Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melakukan
pencabutan terhadap Peraturan Gubemur Jawa Tengah
dimaksud dengan berpedoman kepada hasil Pengkajian
Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana
terlampir serta mengoordinasikan dengan Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah.



D. Terkait dengan penyelenggaraan kewenangan dibidang Kehutanan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat disusun Rancangan
Peraturan Gubernur sesuai kebutuhan Oganisasi Perangkat Daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Isitilah pinjam pakai Kawasan hutan diatur dengan istilah persetujuan
penggunaan Kawasan hutan;

2. Persetujuan penggunaan Kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri dan dapat
didelegasikan kepada Gubernur untuk luasan tertentu dengan peruntukan
pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial dan
pertambangan;

A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Survey Kebutuhan Hidup
Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Dan Peraturan
Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah yang
terdampak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang­
undanganan yaitu :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

B. Beberapa susbtansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014
yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
an tara lain terkait :
1. Pelaksanaan pengupahan oleh Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada

kebijakan Pemerintah Pusat;
2. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun

berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan variable
tertentu yaitu paritas daya beli,tingkat penyerapan tenaga kerja dan median
upah yang datanya bersumber dari lembaga yang berwenang dalam bidang
statistik

C. Beberapa susbtansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017
yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
an tara lain terkait:

HASIL PENGKAJIANANALISISDANEVALUASI
PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SURVEYKEBUTUHANHIDUP LAYAKDANPENTAHAPAN

PENCAPAIANKEBUTUHANHIDUP LAYAKDAN
PERATURANGUBERNUR PROVINSI JAWATENGAH NOMOR 66 TAHUN2017
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GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2014 dan NOMOR
66 TAHUN2017
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E. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak
dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana
terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Tenaga Ketja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk melakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor65 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor66
Tahun 2017 dimaksud serta mengoordinasikan pencabutan dimaksud dengan
BiroHukum SETDAProvinsi Jawa Tengah.
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